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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pada bab ini akan menyimpulkan penjelasan pada bab-bab 

sebelumnya.  

1. Terkait dengan penerapan peraturan daerah Kota Gorontalo Nomor 

1 tahun 2011 tentang pajak daerah terkait pajak hotel khususnya 

pajak kos, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan 

ulasan wawancara dari berapa informan menyatakan bahwa pada 

umumnya mereka menyadari dan sudah mengetahui dengan 

adanya penerapan peraturan daerah tentang pajak kos, akan tetapi 

masih terdapat tuntutan dari pemilik kos agar peraturan daerah 

tersebut harus diperjelas kembali. Dan untuk perspektif pemilik 

rumah kos terkait sosialisasi Peraturan Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah terkait pajak hotel 

khususnya pajak kos belum dilaksanakan secara menyeluruh dan 

merata.Ternyata ada beberapa pemilik kos yang sampai dengan 

saat ini belum di undang secara langsung untuk mengikuti 

sosialisasi tersebut. Kemudian untuk perspektif pemilik rumah kos 

tentang tarif pajak kos sebesar 5% perbulan dirasa terlalu besar 

dan ada juga yang beranggapan cukup tidak membebankan. 

Pemilik kos yang merasakan tarif pajak sebesar 5% ini terlalu berat 
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dikarenakan banyaknya keperluan rutin rumah kos seperti 

pembayaran air, listrik dan juga pemeliharaan.  

2. Perspektif pemilik kos terhadap perhitungan pajak kos masih belum 

dilaksanakan oleh pemilik kos karena masih ada beberapa pemilik 

kos dalam melakukan perhitungan masih menggunakan jasa 

petugas dari DPPKAD. Dan dalam hal mekanismeself assessment 

menurut perspektif kos, untuk mekanisme pembayaran pajak 

secara self assessment sangatlah tepat. Tapi masih ada juga 

pemilik kos yang tidak melaksanakan sesuai dengan Peraturan 

Daerah dalam hal ini self assessment dikarenakan pada saat 

melaporkan ada beberapa dari pemilik kos hanya menyerahkan 

urusan tersebut kepada petugas dan ada juga yang hanya tinggal 

menunggu petugas menjemputnya. Dan ada juga pemilik kos yang 

tinggal menunggu telepon dari petugas DPPKAD dalam 

melaporkan pajak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi saran peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Para pemilik kos yang ada di Kota Gorontalo seharusnya 

menerapkan Peraturan daerah dalam hal ini pajak hotel kategori 

rumah kos No.1 Tahun 2011, agar bisa menambah Pendapatan 

Asli Daerah untuk Pembangunan. 
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2. Saran untuk pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah adalah Pada saat sosialisasi tentang pajak kos serta 

pada saat pendataan wajib pajak sebaiknya ditambahkan, menurut 

hasil penelitian yang dilakukanbanyak usaha rumahkos yang baru 

dibangun. Sosialisasi serta pendataan dan pendaftaran wajib pajak 

secara langsung diharapkan dilakukan secara berkesinambungan 

mengingat perkembangan usaha rumah kos di Kota Gorontalo 

merupakan potensi pendapatan.Kemudian untuk petugas dalam hal 

sumber daya manusia, yang akan melakukan pendataan di 

lapangan agar jumlahnya bisa ditambah, sehingga lebih maksimal 

dalam menjalankan tugas. Dan juga untuk sanksi seharusnya lebih 

diperjelas lagi agar para pemilik kos tidak terlalu cuek dalam hal 

membayar, sanksinya mungkin seperti Pencabutan Izin Usaha 

rumah kos yang didirikan oleh pemilik kos bersangkutan, sehingga 

membuat efek jera terhadap pemilik kos bersangkutan serta pemilik 

kos lainnya. 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengevaluasi 

bagaimana perspektif pemilik pajak kos dengan adanya penerapan 

peraturan daerah serta peningkatan PAD di Kota Gorontalo. 
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LAMPIRAN 

 

1. Nama Tempat Usaha : Kos Musdalifah Multazam 

Nama Pemilk   : Reni Husain 

Banyak Kamar  : 20 Kamar 

Alamat Jalan   : Jalan Dewi Sartika, Kel. Limba U 1,  

      Kec. Kota Selatan,Kota Gorontalo 
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2. Nama Tempat Usaha : Kos Belimbing 

Nama Pemilk   : Abdul Ajis Rahman 

Banyak Kamar  : 26 Kamar 

Alamat Jalan   : Jalan Pangeran Hidayat, Kel. Dulaluwo 

      Kec. Kota Tengah,Kota Gorontalo 

 

 

Bagian depan Kos     Bagian dalam Kos 
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3. Nama Tempat Usaha : Kos Selayar 

Nama Pemilk   : Hamdi 

Banyak Kamar  : 12 Kamar 

Alamat Jalan   : Jalan Selayar, Kel. Pulubala, Kec.  

      Pulubala,Kota Gorontalo 
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4. Foto Bersama Dengan Kasie Penagihan dan Pengendalian dan 

Para Pegawai 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara di bidang Pendapatan Kepala Seksi Penagihan dan 

Pengendalian di DPPKAD Kota Gorontalo 

1. Bagaimana penerapan peraturan daerah pajak hotel kategori 

rumah kos, dan aturan-aturan apa sajakah yang mengatur tentang 

aturan tersebut ? 

2. Dalam hal penerapan peraturan daerah sehubungan dengan pajak 

hotel dalam kategori rumah kos, apakah ada kendala yang dihadapi 

atas aturan tersebut? 

3. Sejak Kapan diterapkannya pajak daerah dalam hal ini pajak kos? 

4. Berapa  banyak Kos-kosan yang terdaftar sebagai wajib pajak di 

Kota Gorontalo? 

5. Kriteria bagaimanakah Kos-kosan yang dikenakan Pajak Kos? 

6. Berapakah wajib pajak kos yang taat membayar pajak dan tidak 

taat membayar pajak? 

7. Apakah dari DPPKAD dalam hal ini Bagian Pendapatan Penagihan 

dan Pengendalian sudah melakukan sosialisasi Kepada pemilik kos 

tentang pajak kos? 

8. Kendala-kendala apa saja yang hadapi pada saat melaksanakan 

sosialisasi kepada pemilik kos? 

9. Perhitungan pajak kos itu ketika diterapkan sesuai dengan 

peraturan daerah apakah ada kendala yang ditemukan? Jika ada 
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bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk 

menangani kendala tersebut? 

Wawancara kepada Pemilik Kos  

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu dengan peraturan daerah untuk 

pajak kos? 

2. Apakah bapak/ibu memahami sepenuhnya tentang peraturan 

daerah yang berhubungan dengan pajak kos? 

3. Apakah dari DPPKAD Kota gorontalo sudah melakukan Sosialisasi 

tentang Peraturan daerah dalam hal ini Pajak Kos ? 

4. Apakah tarif yang diberlakukan oleh PERDA sebesar 5% terasa 

berat menurut bapak/ibu? 

5. Berapakah jumlah kamar yang ada di Kos bapak/ibu? 

6. Bagaimana cara bapak/ibu menghitung pajak kos, dan Apakah 

bapak/ibu mengalami kesulitan dalam menghitung pajak kos? 

7. Bagaimana cara bapak/ibu melaporakan dan menyetorkan pajak 

kos, dan Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan pada saat 

melaporkan dan menyetorkan pajak kos? 
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